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TEl'ITAKO 

PElfOELOLAU DATA DAN JNFORKASI OEOSPASIAL 
KABUPATEN LEBONO 

DEKOA?f' RAJDtAT TUHAN YANG MAHA E8A 

BUPATI J.EBQ!'fO, 

a. bahwa untuk mclaksanaklln Peraturan Prcsiden Nomor 
27 Tahun 2014 ten tang Jaringan lnforrnasi Oeospasial 
Nasional, maka untuk mengoptirnalkan Jaringan 
lnfonnasi Geospasial Oaerah perlu aturan Pengelolaan 
Data Dan lnformasi Oeospasial dcngan mellbatkan 
seluruh Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten 
Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dima.ksud pado huruJ n di' ota:s, pcrlu menetapkan 
Peraturnn Bupa ti tentang Pengelolaan Data Dan 
lnformasi Geospasial Kabupaten Lc:bong; 

t. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembcntukan Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembamn Negara Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pcmbcntukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepllhiang di Provinsi Bcng\cul.u (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Unda:ng-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 41 843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tambahan 
lembaran Negoro Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-_Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnfonnasi 
Geospasull (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik 
lndon,esia Nomor 5214); 
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Menetapbn: 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Penmdeng-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pcrubahan Alas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembcntukan 
Pcraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Trunbahnn 
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta~g 
Pemerinto.han Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana 
telah diubah bcberapa kali tera.khir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Pemturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Jaringan lnformasi Geospasial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tcntang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lcbong Tahun 
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lcbong Tahun 
2012 Nomor 14); 

11. Peraturan Bupati Le bong Nomor 36 Tahun 20 J 6 ten tan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerJ 
Kabupatcn Lebong, scbagaimana telah diubah den 
Peraruran Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tent~ 
Perubahan Atas Pcraturan Bupati Lcbong Nomor 3f 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata K · 
Perangkat Daerah Kabupaten Lcbong. Cl)a 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TEl'fTAl'IG PENOELOLAAN 
=NG~AN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pual 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
L Daerah adalah Kabupaten Lebong. . . 
2. Pemerintah Daemh adalah Bupati dan perangkat daerah sebaga.t unsur 

pcnyelenggara pemerintnhan daemh di Kabupaten Lebong. 
3. Bupali adalah Bupati Lebong. 
4. Bappcda adalah Baden Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupalen 

Lebong. D ah 
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan aer 

Kabupalen Lebong. • s · tik d 
6. Diskominfo-sp ada1ah Dinas Komunikasl, Informatika, tatts an 

7. ~:';:i~di~~kominfo-sp adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, 
Stalistik dan Persandian Kabupaten Lebong. 

8 . Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup 
Jokasi, letak, dan posisinya. 

9. Geospasial atau ruang kebumian .adalah a~pck kcru~g~n yang 
menunjukkan lokasi, letak, dan posis1 suatu obJek a~u kcJa~1an yang 
bcrada di bawah, pada, atau di atas perrnukaan bul1ll yang d1nyatakan 
da.laJD sistem koordinat tcrtentu. 

10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi 
geogralis, dimcnsi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/ 
atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan 

bumi. 
11. lnformasi Gcospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah 

diolah sehingga dapat digunakan scbagai alat bantu dalam perumusan 
kcbijakan, pcngambilan keputusan, dan/atau pclaksanaan kegiatan yang 
bcrhubungan dengan ruang kebumian. 

12. lnformasi Geospa.sial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang 
bcrisi tcntang objek yang dapat dilihat sccara \angsung atau diukur dari 
kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang 
relatif lama. 

13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan 
pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG 
pengamanan DG dan 10, pcnyebarluasan DG dan IG, dan pcnggunaan IG ' 

14.Jaringan lnforrnasi Gcospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jari · 
IGN adalah suatu sistem pcnyelenggaraan pengelolaan JG secara be ngan 
t~rti.b, tcru~r. terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayagu~sama, 

15. S1mpul Janngan adalah institusi yang bertanggungiawab :~ 
pcnyelenggaraan pcngumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran ..... ,.-~ 
dan pcnycbarluasan DG dan IG tertentu. ' pe. •="-

11
, 

16. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang I 
pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional. mcnye enggarakan 

17. Mctadata adalah data yang mcnjelaskan riwayat dan karakte . tile D IG. ns G dan 

18. Setiap orang adalah 0 usaha, rang pcrscorangan, kclompok orang, atau badan 



BABII 
M.AKSUD DAN TUJUAJf 

Pual2 

(l) Maksud disusunnyn Peratumn Bupati ini yaitu mewujudkan perencanaan 
pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang 
efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi 
geospasial yang akuro t, mutokhi.r, tcrin tcgrosi, Jengkap, akuntabel, 
dinamis, handal, sahih, mudah dlakscs dan berkelanjutan. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu : 
a. memiliki satu basis data gcospasial pcmbangunan yang akurat, 

lcngkap, dan tcrintcgmsi; 
b. mcnghasilkan anaHsis kebijakan pembangunan yang t~pat, aktual, 

bcnnutu dan akuntabcl bagi dacrah dan pemangku kepentmgan; 
e. tcrselcnggamnya fasiHtasi pengumpulan, pertuk.aran dan 

pcnyebarluasan data spasial diantara instansi pcmerintah. masyarakat 
dan swasta; 

d. mcnghasilkan percncanaan pembangunan yang terukur dan 
komprchensif; dan 

c. mewujudkan pengendalian, pemantauan, cvaluasi dan pclaporan 
pembangunan yang terpcrcaya. 

BAB ID 
JA.RINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAB 

DAN SIMPUL JARINGAN 

Pasa13 

(II Jaringan JG Dacrah meHputi pemerintah daerah yang bertugas sebagai 
SimpuJ Jaringan. 

(2) SimpuJ Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
menyelenggarakan JG daemh berdasarkan fungsi, tugas dan 
kewcnangannya scsuai kctentuan peraturan perundang-undaagan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21 , Bupati menetapka n: 
a. Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pcngolahan, 

penyimpanan, dan penggunaan DG dan JG yaitu Bappeda; dan 
b. Unit kerja yang melaksanakan pcnyimpanan, pcngamanan dan 

penyebarluasan DG dan JG yaitu Diskominfo-sp. 
(4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi data 

hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG. 
(5) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG 

yang telah siap untuk disebarluaskan. 

Pual4 

Tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu: 
a. men:l'.'elengga.rakan JG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

pcnyunp~an, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, penyeba.rluasan DG 
dan JG bcnkut mctadatanya; 

b. ~elalrukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG 
disclcn_ggarakannya melalui Jaringan JGN scsuai dengan 
opcras1onal standa.r dan pedoman teknis pcnyeba.rluasan IG· 

' 

yang 
prosedur 



/ 
c. membangun, memelihara, dan menjamin kebcrlangsungan sistem akscs 

IG yang disclenggarakannya; dan 
d. mclakukan koordinasi dcngan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan 

dan penyebarluasan IG beserta metadatanya. 

BAB IV 
PENOELOLAAN DATA GEOSPASlAL DAERAH 

BagiaD Ke .. tu 
Jenla Data 

PasalS 

(1) Data gcospasial pcmbangunan Oaerah tcrdiri at.as: 
a. informasi gcospasial dasar; dan 
b. infonnasi geospasial tematik. . . d da 

(2) Selain data geospasial pembangunan_ Oaerah sebag~ana dimaksu pa. 
ayat (1) data yang dikelola oleh pemennlah daerah dikclompokkan dalam · 
a. data yang dapat dipublikasikan; dan 
b. data yang bersifat rahasia. . . . 

(3) Data geospasial yang bcrsifat rahas1a seb~gaimana d11~1aksud ~ada ayat (2) 
huruf b yaitu inionnasi yang dikecualikan scbaga1mana d1atur dala~ 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kclerbukaan lnfonnasi 

Publik. 

Baglan Kedua 
SumberData 

Paaa16 

(l) lnformasi gcospasial dasar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf a diperoleh dari Bappeda. 

(2) Jnionnasi geospasial temat.Jl< sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf b dipcroleh dari perangkat daerah, kementeriant lembaga dan 
sumbcr lainnya. 

BagiaD Ketlga 
Pengelola 

Pasal7 

(1) Pemerintah dacrah sebaga.i Simpul Jaringan mcnyelenggarakan 
pengelol<ian dan analisis data geospasial pcmbangunan daerah. 

(2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (II, dikoordinasikan oleh Bappeda. 

(3) Setiap perangkat daerah wajib mengelola DG yang lengkap, aktual, valid, 
dan alcuntabel. 

(41 Sctiap perangkat daerah menyampaikan salinan DG yang dikelolanya 
kepada Bappeda. 

(5) D_alarn mengoordinasikan pengelolaan data geospasial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Bappeda berperan sebagai pintu masuk perolehan 
DG. 



Pual 8 

Pcrangkat daerah mcngelola dato gcospasiol pcmbangunan dnn 
menyampaikannya kepada Bappcda dalam rangka membangun Satu DO 
Pcmbnngunan Daerah. 

Bagian Keempat 
Pengumpulan, Pengolahan clan AnallaJs, VerlflltUI dan 

Valldul, serta Pengelolaan dan Penyebarh•■A" 

Paragrat l 
Pengum.pulan 

Pual 9 

(I) Pcngumpulan data gcospasiol pcmbangunan dilakukan oleh pcrangkat 

daerah. 
(2) Pengumpulan data pcmbangunan dil:akukan dcngan; 

a. langsung deri sumbcr data; dan 
b. tidak langsung. . 

(3) Pengumpulan da ta geospasial pembangunan secara langsU11g sebagaima~a 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui surve1 dan cara lam 
sesuai perkcmbangan ilmu penge tahuan don teknologi berdasarkan 
ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengumpulan dnta geospasial pembangunan secam tidak langsung 
scbagaimana d imaksud pada ayat (21 huruf b dilakukan dengan 
mcnggunakan DO yang sudah tersecl.ia d i pihak lain. 

(5) Data gcospasial pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem 
penerimaan yang telah ditetapkan, dilcngkapi dengan metadata. 

(6) Data gcospasial yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan 
metada ta, agar mudah di temukan kembali, dikelola, disesuaikan, don 
diarsipkan. 

(7) Perangkat dacrah penanggung jawab da ta sebagai otorisator data 
geospasial sebagaimana tercantum dalam tampiran yang merupakan 
bagian tidak tcrpisahkan dari Pcraturnn Bupatl ini. 

Paragraf2 
Peniolahan clan AnalisJs 

Pua.110 

( II Pcngolahan DO pembangunan dilakuk_an sccara_ digital dcngan 
menggunakan perangkat luna.k yang sesuru dan mengikuti standar yang 
bcrlaku; 

(2) Penge)~m~kan DO pcmbangunan dilakukan olch pctugas dan/atau sist 
SCSUBJ JCOIS data. cm 

(3) B_erdasarkan DO pcmbangunan yang tclah dikclompokkan scb · 
damaksud pada ayat (2) dilakukan analisis. aga.unana 

(4) =e~!°lahan dilakukan men~na~ metode analisis spasial scsuai kaidah 
e uan untuk menghasalkan tnformasi yang dibutuhkan tuk 

pcrencanaan don pemantauan pcmbangunan. · un 
(5) Bappcda mela.kukan analisis DG pcmbangunan sebagai bah 

percncanaan dan pelaksanaan pcmbangun d . an masukan 
dan/atau melibatkan pa.kar. an engan cara mandiri 

(6) Dari hasil pcngolahan DO b . 
(5) dila.kukan pengamanan:m angunan sebagaunana dimaksud pada ayat 



.,, (71 B~rdasarka!' pcngnmnnan DO pcmba~gunan sebagnimann dimaksud pada 
a~at ,(6) d1lakukan pcrckaman,pcnyimpanan dnta dan inJormnsi yang 
dthnstlknn. 

Paragnf3 
Pengelolaan cl.an Penyeba.••uee-11 Data 

Puel 11 

(1) Data dan infonnnsi gcospasinl hasil pcngolol1nn olch unit produksi dikclola 
untuk mcmpcroleh satu basis data geospasial tcrintcgrasi. 

(21 Pengelolnan sebagaimana dimaksud pnda ayat (I) dilaksanakan oleh unit 
pcngclolnan don pcnycbarlunsan. 

(31 Unit pcngclolaan dan penyebarluasan menyiapkan data dan informasi 
geospasial untuk disebarluaskan. 

(4) Pcnycbarluasan data gcospasial pcmbangunan dilakukan menggunakan 
geopcrtal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke 
geoportal nasional. 

(5) DO ynng discbarlunsknn pada mosyarnkat yaitu data gcospasial yang 
bersifat publik. 

(6) DO yang disebarluaskan kc pcrangkat daerah yaitu data geospasial yang 
berkaitnn dengan fungsi dan rugas pokok pcrangkat daerah yang tcrkait. 

(7) DO yang disebarluaskan kc Kcmcnlcrian/lembnga yaitu data gcospasiaJ 
yang berkaitan dengan rungsi dan tugas pokok Kementerian,Lembaga. 

Pua.I 12 

Data rahasia scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b hanya 
dapat disajikan untuk kcpcntingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu 
clan Pcmerintah Dacrah Kabupaten Lebong. 

Pual 13 

Norma stander prosedur kriteria tentang kcgiatan berbagi pakai data 
geospasial antar perangkat daerah/unit keia, mekanisme penzman 
pcnggunaan DO oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, perlindungan dan 
pengamanan hak cipta data geospasial, klasilikasi data dan infonnasi 
geospasial yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh Bappeda. 

BABIV 
SINKRONISASI DATA 

Pual 14 

(1) Untuk keterpaduan pengelolaan DO pembangunan di daerah dibentuk 
Forum Data sebagai wadah komunikasi data geospasial ped.bangunan 
lintas sektor dan lintas daerah. 

(2) Forum Data dilaksan~ ~g kur?11g ,2 (dua) ka1i dalam 1 (satu) tahun 
untuk melakukan vcnfikas1 dan validas1 data geospasial dari perangkat 
daerah. 
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BABV 
PENYEBARLUASAH JENIS DATA 

Paaal 15 

(II Data yarg dapat disebarluaskan kc masyarakat umum yaitu data yang 
tcrmasuk katcgori data publik. 

(2) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum bcrupa scrvis/layanan 
atau file gambar/citra. 

(3) Data yang bcrupa litur dapat discbarluaskan secara selcktif. 
(4) Data yang disebarluaskan kc masyarakat umum tidak boleh mengandung 

informasi yang bcrsifat privat atau rahasia. 

BAB VJ 
KOORDINASI 

Paul 16 

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan OG pembangunan 
daerah dengan Pemerintah, Pcmerintah Daerah Provinsi Bcngkulu, Pcmerintah 
Kabupaten/Kota sekitamya, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyara.kat, dan 
para pemangku kepentingan. 

BABVU 
KERJASAMA DAN KEMJTRAAN 

Pasal 17 

(I) Pemerintah Oaerab mcngcmbangkan polo. kcrjasama dalo.m rangka 
mcwujudkan DG daerah sesuai ketcntuan pcraturan penmdnng-undangan. 

(2) Kerjnsama scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan: 
a . Pcmerintah; 
b. Pemerintah Provinsi; 
c. Pemerintah Kabupatcn/Kota; 
d. pcrguruan ,inggi; 
e. Jembaga pe:nclitian; dan 

"1"!!!!':;:.) r. pihak lainnya. 

Pasal 18 

(ll Pemcrintah Oaerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, 
dalam ncgcri ataupun luor negcri dalom pengelolaan DG daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(21 Kemitraan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) d ituangkan dalam bcntuk 
kcsepakatan dan/atau pcrjanjian pemerintah daerah dan badan usaha 
yang bersangkutan. 

(3) Tata cara pela.ksanaan kemitraan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

BABVIII 
PERAN MASYARAKAT DAN DUl'IIA USAHA 

Paaal 19 

(I) Masyarak:at, perguruan tinggi dan dunia usaha berpcran dalam 
pcngelolaan DG daerah. 



.,,· 
,21 pcrnn masyarnkat, pcrgunmn_ tinggi don dunia usaha scbagaimana 

/ (iimaksud pada ayat lll d?pal dilakukan melnlui pembcrian data geospasial 
/ pcmbangunnn, usu! pcrttmbangan dan saran kepndn Pcmerintah Dacrah 

dalam pcngelolaan DG dacrah. 

BABIX 
KETERTUAN PE-N~u-T~o-p 

Paaa120 

Pcraturan Bupati Lcbong lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pengundnngan Pcraturan 
Bupati ini dcngan pcnempatannya dalam Serita Dacrah Kabupatcn Lcbong. 

Dit.ctapk.nn di Tubci 
pada tanggal 18 Agustus 2020 

{ BUPATI LE::G•r 
0 

Diundangkan di Tubci 
pada umggal 18 Agustus 2020 

H. MUSTARAlfl 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 40 



/ 
Lampiron Pernturan Dupati Lcbong 

Nomor : 40 Tahun 2020 
Tanggal : 18 Agustus2020 

PERANGKAT DAERAH PERANGU?fGJAWAB DATA 
SEBAGAl OTORISATOR DATA GEOSPASIAL KABUPATEN LEBONG 

Jfo 11,alaD Blwa OPD Rlla■I Xaltnnpn Olllp■I 

l'eD&.DQUDI i.tn,np 
Jmb 

I . Data Wilo.yoh I : 50000 BAOIAN Kabup,ti.<n • llaUIJ W1~1y1h Pein Administnul Botos 

Administrui PEMERll'l'TAIIAN Knbupalcn Slalla I : 50000 

SE'fDA Peu1 Administrosi Data■ 
J<cc,imnlan Skala I : 50000 

2. 0:,ta Saronll I : 25000 BAOIAN 1<Abupa1cn • Sclun,h Kn.nlOr Peta Scboran LoknOl A .. t 

'P<:merintahnn PEMERINTAHAN Pt_mlca b L, bon ~ T•RAh dnn BanguM Milik 

don 'P,:\o.ynnnn SETDA (lmMkaud Pemcrinlllh Skala I :SOOOO 

Umum UPTD/B) 

• Kantor 
K~c•ma tan d n.n 
ka.ntor Orsa 

~, DntA Toponimi 1 :25000 BAGIAN l<abupatcn • Toponiml Unsur -- PEMERIITT' AHAN alnml 

SETOA Topon.i.mi Unsur 
OuAtan 

Data Ekonomi I : 25000 BAGIAN Kobup,.,tcn • PDRB Peui Potcnsi OeM 1sosial 
4 , Ekonoml) Skala I :50000 

d.o.n kcuanJtlln PEREKONOMIAN Ptrkcca..mauu, 

OhN SOIi $£1'D11 • Scktor Unggulan Pelll Kawa.son Exonomi 

LEeo:-.o P<rkceamat.nn Skala I : 50000 

I: 25000 BA01AN Kt-:SRA Kabupatcn • Pc-rscbarllll Peta S,barnn Loka>i 

s. D•ta Sarnna rttailitAI RufflJlh PtribndoUlll Skaln 
Pcribadntnn Pcnbadutan I : 50000 

0al4 I : 50000 BPS L.EBONO K:abu patcn • Jcnb Tana.h f't'M ~nggunoan Tnnah 

6 . $kola l : 50000 
F'i•ioografi• 

• Curoh Hujan P<UI Cun,h Hujan Sl<Ala l : 

50000 

• Kdcr<ngan l'l:UI Ocologj Slcaln l : 
50000 

w _ J;J· 
• Topografi P<:ta Slstcm LahAn 

. - (marfologi) Skala I : 50000 

• Jc:niA Batuii.n 

I•, 

• Marlologi 

'"' 7, Data l : 2S000 PUPR· HUU Kobupatm • Sun8"1 P<:t.n tlidrologi okabt I : 

Hidrogclogl PERTANIAN 100000 

• PMD·SOS r.t.n Aliran Sungnl Sko.lll I 
:50000 

• Waduk • P,u, S<baran Lokasi 

• Embung. Waduk/ Embung/ 
&ndungan BcndungJ1.n ska.lo. I : 50000 

• Cck\lng Air 
TMnh 

8. Data Jaringan I : 25000 OPUPR-HUB Kabupatcn • Dou, Bao, Data Jaringan JaJan 

Jolan J aringon Jnlo.n Provinai. Kabupa.tt>n ,en.a 
(Kcwtna.ngan da ta sebamn Jembatan 
Puant. Provinai, Skaln I : 50000 
Kabupa1cn) 



• o., t• Sa-« -- ,kml.\tttn 

• 0. ta t;o:,d,,a • J,J.in (Ru5'\k, 

s..!1.11~ Saik) 

• o., t:s S.am." 
J a!.u\ 

9. D•ta J•nngan I: :?5000 01'\ll'!UlliB !.(lbU5"'\~n • 0-lta R-Jtc !'r:A JAN'P" l'Mt:1$1",n,u, 

Tnn,po!U$i 
Anglcutan l.014 Da:u! Skru<I I : ~ 

Lo1c.t.l • 0.abl Rl:tc P<fll ~t\,r~n Ttffl\11\Al 

,\.'lp<UWI Skil.>l : ~'OJ 

r.,,!...un 

• O•bl fulhl .. 
Tn.n~'lrt.UJ 
IJ,num (Halt<. 
r,rn-.>Nl d :;J 

10. O•t>Jt.nnpn I : 25000 OPl!PR•HUB l(abup.1trn 

I 
• Ja.ru,pn POA.\I I'<'-' ~!Uran Lolcl"' SPA.\! 

l,.lf~ 
Slosla I : 50000 . J .arutpn 

PA.\IS\)t\ S 

11. D.ataJann~n I : 2SOOO OP,:PR,HU!l Ka l>\l pa trn • Jannpn f\>:A J&fl.'lf:1'1 o,,a,naS<' 

Or;1inu< Skal!1 I : ~ 
Drair..a.K 
Jal&.'1 

...;:;: ~ Oalll Jonnpn I : :l5000 01'\.'PR•Hl'll ""1r,: l'" tffl • Jann.pr. lr.pt,a PrU J.annpn lr.pSI $latb 

. Pruonn• 
I : S000 . Ren~~ Sumbt'r Oa)"• l'tng<m Nl'-lt"-'I 

A.r Jaru,pn lr,g;,., 

13. Oatco 1 : 50000 01'\!PR· Hl:B i-.tbupat<n . f'fr.~r..t..ln l'tU T .a LI 01.ln,s l.U..ul 
Ll?-..-.n £DJ.1,w,g wla I : ~ ~osg,-.uuan 

Uha.n 
EksubnR 

1• 0,1-UI rfflCan& I : 50000 OP\JPR,HliB l(.a bU ;,o icn . StNktu..r Rua:\i l'tta r<fd• RTRW 

Tea Ruane rob Ru""' l(.ab\lp.1tcn SJw;a I : 50000 
Wl.111,:,-.h M • ~,a.!'l 

Su,tc-fti-" 

ll, Oata Rcncana I : 5000 OPIJP!C,HUB Mqwn . Taat Ouna Ptta Tat.t Ounl\ Laban 

Dcw!Tala ~r\c.OU.__"'• t..h.<n Ska!., I : 5000 

RuanR I:~ 
d.an 
,;,.,.u.n 
Stntt"~" 

~~ Data I : 25000 OL'iAS K.lbUp,.\ten • Jumbh ~ta Sc bl.ran JumlAh 

l:<IJ<ndudulca OUKCAl'IL l'<nd\lduk P<nduduk d.an Krp,>d.al&n . Jumt.ll 1'.'K Pcnduduk 
-

n 

I 7. Oat.a Men.,.. I : 25000 OISl(O~IISFO-SP KabupRtcn . ~b.11.n.n Mcna.ra Pt-ta Stb.,ran Men._,.. 

Ttlckomunllao Tt!itkomunUc.ui tckkomunilcaai Skala I : 

1i • Srtw.n 0.ef9h 50000 
Dlank . D1.ta Sapru 
Jonngan 
Tckkomunlkasi 
lda1& Jaruts,,n. 
1'0 dalA Satt lil 
Resi\'trl 

ta. Jarinpn I : l!IOOO OISKOMINFO•SP Kabupatt:n • Janngan 
Tclcpon T,lcpon 

Srb&ry.n f\>ta Jar\npn 
td!on . Jarinpn l'ibff Ptta jarinpn Sm! Optilt 

Opt<k S kala I : SOOOO 

19 O&taJ•_Mp.n I: 25000 OISPERISOAO, Kabupeten • Jarinpn Uttnk l'tta J•nnp,n Lmnlc Skala 
Ualnll KOP, UKM I : 5000 

20. D•ta Sanna I: 25000 DISPERl!roAO, Kabui-1en . ., .. ., f\>1a Srbo.ran l.okHl Puar Pcrda.pnpn KOP,UKlA Tnidlsional d.an Skola I : 50000 
dan NiAp Modun 



, , ' 
.,;;,rt Jumla.h I: 25000 DISPERINDAO, Kabupotcn Jumlah 

► 
Kopuasidan 

• !Tia Scbonon Lolca,i 
KOP, IJKM l(op,rasi 

1 

UKM 
KoJ)<rasi dan UMKM Skala 

Jum.lah UMK.14 I ! S0000 
n. Data jarinioan I: 25000 DISPERKJM Kabuporrn 

Dfflinaae 
• Jarinpn Ptta Jarin,c,1n SanJwi 

Orainax- Slui~• I : 5000 

Pt:nnukhnn.n 
2J. Dau. Ru,ma.h I: 25000 DISPERKIM Kabuporcn • S<blran RTUf !Tta &boran Lok.Iii lm.H 

Tidnk IAyak (PK & P9J 

Huni 
24. Data I\Awa11an I : 25000 DISPERKJM Kabupotcn 

Kumuh 
• K.ewa.u:n Peta Kl.,.u..n Kumuh 

Kumuh Pcrkor.aan Skala I : 50000 
l'<rkotAUI 

25. Jannga,nalf' I : 25000 D'1.11 Kabupalen J • rin"411 

limhoh 
• Pr.ta Scbar•n t..oka.si tPLT 

Umb11h dan JP,\L Skala I l 50000 

06nlntilc 

26. 04114Jaf'U\gan I : 25000 DLH X..bupek.n . Jo.ring.an ft'ta Jaring,a.n 

Pcna.mpaha.n Pcnamp,OhRn Pc:raam~ 

• Riencana TPS 
dan TPA . Lok.t•I TPS clan 
Tl'A 

27, Data aAt•n• I : 50000 DLII Kabupaten • RTH pubhlc Ptta 5,tt,a,-n Lokl•i RTH 

Ru&ng 1"""""1 Sl<ala 1 : 50000 

=--ir... Tcrbuk.a. 

• Taman 
:ill. Oat.a Sanma I : 25000 ourauo Kabu~tcn • PAUD/TK ~ta S,cbanm FasilJtH 

PendldiJaan 
SD/Ml P<ndidlloln Sko.la I : 50000 

SMP/ MTa 
d•n 
Pl:mbcW"•ran 

SMA/SMK 
Ponpu 

29, 0&1.4 Satana. 1 : 50000 ll'fJ,.-UVD »i'.abUpA-te-n • ScbmlnCagar Pl:ta Ka .. .un/ -.ebaran 

Kebuda)·a.a.n 
Oudaya LokJisi cagar Bud.ye Ska.la 

t: 50000 

30. Data Soran• 1 : 25000 OIIIKES KabUpetrn • ,,.,..bani ... 1"'t.11<batanl.okui 

Kne.h• tan 
Rum.ah a&kil, faailitas Kcschatan Skala 1 

PuaKC'ama• dan , 50000 
PoUklin i:k u t.azn• 
dan Pma.,na . Data Apoc.ik/ 
Toko Ob&t 

• KondlAi f'•ailitu 
J,:c11e:hatan 

1. Data Sa.ran.a I : !1()0()() DISPARPORA Kabupoten • &b<non Objck 1'<1• S<b<nn Obj,k W""'IA 

~~ Rc.ktt.ui 
Wiula Skala I :50000 

32. O•ta Sarena I : 50000 O!SPARPORA Kabupatffl • Oor, Lapangan Peta ecbR.ran Lokasi NJ'1lM. 

OlahrGI!" 
&pol< Bolo da.n Prasnm1u1 Olah ra.p 

Skal• I : 50000 

3;), Data Oaen.h I: 25000 BPBD l(obupatcn • Dacr11h Rawan Peta Rawa.n Bcnaana Skala 

bcncana, Banjlr, I : 50000 
Rawan Lonpor, Ocmpa 
~nean• buml, dll 

34. Dau, I : 25000 1'1,10:SOS K.bupah'ft • Stbanlnf Pata Scbnran Kanaan 
Jumbih miskin Skala I : 50000 

JikmisJdn•n Pmdudulk 
Mitkin per 
kcaunatan 

35, DALI I : 25000 DISPERKAN Kabupatcn • Kawaun: P,ta S.boran L<,kaai 

P<,1Cm,.Jcan 
P,rtrmal<a.n PcncmDlca.n dan rcncana 
Bcur pcngembAngan Sl<a1A I : 

• Kawuan 50000 
P,rtrmak1111 
K<Cil 

• Rcncana, 
Kawoaan 
Prrtema.Jcan 



I : 25000 DISl'f,RKAN Kabupn1en J6.-~•1• • "4w•Mn Pt•• S.boroo 1"ku, I rr,ilt,o""" Bud• l•r• 
Ptt1lc.ar14ri dlln l't"nt.11q, Pt nknMn 
Pt--n~m~n,;1n s1c.a111 J • • Rencana 50000 . 

P<nR<mbonr.M 
l\a-.•1M n 

I : 2:'(X)O DISPERXAN Ptttllanian - 11•bup,nen ~7. 
.,. .. 

• ka~·au n f'tlo IAl>on Sn ·oh/ ~n1t'n 
Jv.rtnntAn Ptrk,bun•n MlkAI• 1 : 
T11nnrnan 50000 
Pan~n 

• t-:111a1tun 
f"trlilnwn 
Holukul1ura 

JS. O•ta ObJ<k I : 2500) llKO Kobupol.r.n • J~r.,J T-.nah ~,,. f'l"f'1"1 Tan11h dao r-.a,.-k numi 
Dlnk flllnKun.11n 0..nKUMn Ob}t k Paiak dan l34ngun.nn 

Skal• I : 5000 
39. Otat.\ I : 5000 OKD Kabupa1cn • A-c-r Tnnah ~ u- Scba.r.an Ulb~ Av,t rt,~barnn 

Srt S.n(\Jni.n Tan"h d1l0 Oonl(Unan Ml111c: 
Tanah/ L..-,hnn 

P~mcnnti:1h Skala I : 
M,lik l'<mkab 

50000 
l.,,:!boni,t 

•o. DAta Potc-n,-1 l : 25000 OPM PTSP Kabup.,1en • Pw>1en,i ln ... -rabl, i f"tta W1b)••h Inn UMth.a 

- lnV(',-tn.\i Ptn.amba.nJt(ln Skala 1 : .,... " 
50000 ~ 

Pcctn L:lJ1 u .. 1u, UK.\! Skala 
I : 50000 
Pl:-tA Inn Lob.ai Sl<AlA I : 
50000 

~• - o..," I : 15000 0151'\JSDA Mbup;,ltcn • Scb.,n1n ~to Sd,,1.n.n l.l)\c:I s.l 

~rpu11takun Pc:rp\utalcann SblA I : f't, rpu11tak.'1.tin 
$0000 

f BUPATt LEBOl'IG,j 

•• l 
JI 

H. MUBTARANl 

. -- . ,G 

' . , I 

• .. •. h\ 

,. ·,,~ .. . . . . 


